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Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta
bersama adal ah harta benda yang diperoleh pasangan suami-istri selama perkawinan. Hal ini dapat diartikan
harta benda yang diperoleh sgjak tanggal perkawinan sampai dengan perkawinan tersebut putus karena
kematian atau perceraian. Harta bersama secara hukum dapat diagunkan pada pihak bank atau pihak ketiga
dengan tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama. Hal ini selaras dengan Pasal 91 ayat (4)
Kompilas Hukum Islam yang menyatakan harta gono-gini dapat dijadikan barang jaminan atas persetujuan
pihak lainnya. Prinsip harta bersamatidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup utang-utang yang
timbul untuk kepentingan bersama suami-istri selama dalam perkawinan (pasiva). Kenyataannya harta
bersama yang dijaminkan tersebut tidak digolongkan sebagai harta bersama dalam Putusan Pengadilan
Agama Nomor : 3220/Pdt.G/2021/PA .JT. Metode penelitian yang digunakan adal ah penelitian doktrinal
yang memaparkan masal ah secara eksplanatoris menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber
penelitian dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur. Bahan-bahan yang telah
dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian adalah status harta
bersama yang dijaminkan adalah tetap sebagai harta bersama dikarenakan harta bersama juga mencakup
utang-utang atau pasiva. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini kurang tepat yang mengatakan dua
objek tanah yang dijaminkan kepada bank dan pihak ketiga bukan harta bersama. Kedua objek tanah yang
dijaminkan tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dibagi sama
rata.

Law No. 1 of 1974 on Marriage, in Article 35 paragraph (1) states that shared property is acquired by
married couples during marriage. This can be interpreted as property obtained from the date of marriage
until the marriage is broken due to death or divorce. The common property can be legally used on the bank
or third party by not eliminating its status as a common property. Thisisin accordance with Article 91
paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law which states that gono-gyni treasures can be used as a
guarantee of the consent of the other party. The principle of shared property not only includes assets, but
also includes debts arising for the common interest of the married couple during the marriage. In reality the
secured joint treasure is not classified as ajoint treasure in the Judgment of Religious Court No. 3220/Pdt.
G/2021/PA .JT. The research method used is doctrinal research that explanatoryly exposes problems using
library materials as a source of research and uses secondary data through literature search. The materials that
have been collected are qualitatively analyzed. The result obtained in the study is the status of the shared
property guaranteed is to remain a common treasure because the shared property also includes debt or
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passiva. The Judge' s Assembly’ s consideration in this ruling is not a precise one that says two land objects
guaranteed to the bank and third parties are not a common property. Both land objects guaranteed are joint
treasures belonging to the Plaintiff and the Plaintiff so that they can be shared equally.



